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PUTUSAN
Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Mj

Sl o
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat antara:

Telah mendengar
Telah memeriksa al Penggugat:

Bahwa Penggugat demg: a tertanggal 09 Agustus 2018
yang terdaftar di Kepaniteraan Pefgadilan Agama Majene pada hari itu juga
dengan register perkara Nomor 120/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada 06
Juni 2013 di Dusun Be'banga. Desa xxxxxxg, Kecamatan xxxxxx, Kebupaten
Mamuju dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama
XXxXxxX, yang dinikahkan oleh petugas MTR, bernama xxxxxx, dengan
maskawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri dua
orang saksi masing-masing bernama xxxxxx, saat menikah Penggugat
berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan

Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat
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terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara
hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Lingkungan xxxxxx selama 4 tahun selama dan
terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Xxxxxx
selama 3 bulan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki
bernama ANAK, umur 5 tahun dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan

Penggugat;

memukul

b. ata-kata kasar seperti
anjing, me : akukan kekerasan pisik
kepada Pem

C. tangga antara Pemohon
dan Termohon fari 2017 karena Tanpa alasan
jelas Tergugat mem pelempar hand phone penggugat

dan pada saat itu juga Terggatpergi meninggalkan Penggugat ke rumah
orang tuanya di Lingkungan xxxxxx dan tidak pernah kembali untuk hidup
bersama dengan Penggugat;
d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal
selama dan tidak saling memperdulikan lagi selama 1 tahun 5 bulan;
e. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk
dirukunkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

5. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa

sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan

dengan Tergugat;
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Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGGUGAT, dan Tergugat,
TERGUGAT, yang dilaksanakan pada 06 Juni 2013 di Dusun Be'banga. Desa
XXXXXxg, Kecamatan xxxxxx, Kebupaten Mamuiju;

- Menjatuhkan talak satu_beifiss SHO Tergugat, TERGUGAT terhadap

- Menetapkan biayg@¥ Bel. hukum dan perundang-

Subsider :

- Atau bilamang i Vi 1 ra ini berpendapat lain,

Bahwa pad@ | an, Penggugat datang

menghadap sendi 5 0 gat tidak pernah datang

tidak ternyata ketidakhadirosi seb #Pébkan oleh suatu halangan yang
sah, maka perkara ini diperiksa tanpaadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
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1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx Tanggal 17 September 2012, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dlnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majene, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx Tanggal 19 Pebruari 2018,
yang dikeluarkan oleh Kepala DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Majene, bukiisSHESEs gbut telah diberi meterai cukup, telah

inya yang ternyata sesuai, lalu

g Lokl 9
oleh Hakim dil / v‘
2. Bukti Saksi. / / ';
i _ : “"“'*-\ ? ndidikan S1, pekerjaan
SHEmpPa Al Erw | : @ile, di bawah sumpah
| 9 \"' \
Rl Y |
v B I

o

m‘/'

y dalah suami isteri;

Saksi adalah sepupu

Bahwa saksi R

gfgugat menikah di Dusun
Be’banga Desa

Kabupaten Mamuju, pada
Bahwa yang menjadi wali nikaf*PEnggugat saat pernikahan tersebut adalah
ayah kandung Penggugat yang bernama ( XXxxxx);

Bahwa yang menikahkan adalah  xxxxxx, serta yang menjadi saksi
pernikahan adalah xxxxxx dan maharnya berupa cincin emas 2 gram;
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk
menikah baik karena nasab ataupun sesusuan;

Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua
Penggugat selama 3 bulan;
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Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup
rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama ANAK yang
sekarang diasuh Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
kurang harmonis karena sering terjadi perselisihan dan saksi pernah
melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka
cemburu dan berkata kasar kepada Penggugat;

Bahwa menurut cerita Bencetite epada Saksi bahwa Tergugat biasa

Bahwa Pengg fisah tempat tinggal sejak
Tergugat pergipaé lama 1 tahun lebih
Bahwa saal anya dan Tergugat juga
tinggal den

Bahwa sel asi antara Penggugat

dan Tergugs ) gaikah kepada Penggugat

serta kedua

Bahwa Saksi at agar bersabar, namun
karena sikap Te h tidak mau lagi;
Saksi 2, xxxxxx, um@ agiSlam, pendidikan SD, pekerjaan

petani, bertempat tinggal abupaten Majene, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah
kandung Penggugat;
Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
Bahwa saksi hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah di Dusun
Be'banga Desa xxxxxxg, Kecamatan xxxxxx Kabupaten Mamuju, pada
tanggal 06 Juni 2013;
Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Saksi sendiri sebagai

ayah kandung Penggugat;
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Bahwa yang menikahkan adalah xxxxxx, serta yang menjadi saksi
pernikahan adalah xxxxxx dan maharnya berupa cincin emas 2 gram;
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk
menikah baik karena nasab ataupun sesusuan;

Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Tergugat selama 4 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua
Penggugat selama 3 bulan;

Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup

rukun dan telah dlkarum' eiesisis gk laki-laki yang bernama ANAK yang
sekarang diasuh Pgi .Q A G‘N
Bahwa sejak taht Q‘,l/ < ‘ .~ gat dengan Tergugat sudah

kurang harm

melihat Pen *{:\r'-' ‘

Bahwa me ] KBlNbahwa Tergugat biasa
memukul tidak pernah melihat

secara Iangs

tinggal dengan orang tuanya
Bahwa selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat
dan Tergugat, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar, namun
karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun

lagi dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir
sedangkan Tergugat tidak pernah_hadir, maka upaya mediasi sebagaimana

Menimbang, ah hadir di persidangan

meskipun telah dipg ternyata tidak hadirnya
tersebut disebab maka Tergugat harus
dinyatakan tidak Hecitgl : ) lirnya Tergugat;

Menimbang, Y&k takan tidak hadir, dan

diperiksa dan diputus

Menimbang, bahw a2t WNenge gugatan cerai kumulasi itsbat

Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada 06 Juni 2013 di Dusun
Be'banga. Desa xxxxxxg, Kecamatan xxxxxx, Kebupaten Mamuju dengan wali
nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama xxxxxx, yang dinikahkan oleh
petugas MTR, bernama xxxxxx, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 2
gram dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxx,
saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan
antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum,
karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan
sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan Penggugat mengajukan perceraian
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terhadap Tergugat dikarenakan sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat
sering mengucapkan kata-kata kasar “anjing” dan kata-kata cerai kepada
Penggugat, bahkan melakukan kekerasan fisik, dan puncaknya terjadi pada bulan
Pebruari 2017 dimana Tergugat memukul Penggugat dan melempar handphone
Penggugat tanpa alas an yang jelas, akibatnya Tergugat langsung pergi
meninggalkan Penggugat kerumah orang tuanya dan tidak pernah kembali dan
sudah tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun 5 bulan;

Menimbang, (i pUIPPTETO ygat dianggap mengakui atau setidak-

han dalam perkara ini
adalah apakah an@ j clale e EE8bagai suami isteri yang
sah? Dan apaka A Tergugat telah terjadi

perselisihan yang ) 3 onis dan sudah pecah

Kompilasi Hukum Islany ggat (pengesahan) nikah dapat

7

diajukan ke Pengadilan gan adanya pernikahan dalam

rangka penyelesaian perceraian, mulasi gugatan cerai Penggugat dengan
itsbat nikah dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu
dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat
dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan
berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka hakim membebankan kepada
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat
dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, dan
hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa
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fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos
(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal
di wilayah Kabupaten Majene, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat secara administrasi kependudukan telah terdaftar
sebagai suami istri yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama

Majene

Menimbang, bahwg a) | P 6 bang dihadirkan oleh Penggugat
dipersidangan tersebu iBrhalang menjadi saksi, telah
menghadap dan mej 0 depan persidangan, oleh
karena itu kesaksig@iSal \ erima sebagai alat bukti

keterangan yang | gung dalil-dalil gugatan
Penggugat sebagaimg la » an demikian keterangan
memenuhi syarat materil

kesaksian karenanya dapak m putusan ini sebagaimana

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi
cerai gugat dan itsbat nikah, maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti
tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara
Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi
Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil
gugatan Penggugat dimana keduanya mengetahui bahwa Penggugat menikah
dengan Tergugat pada tanggal 06 Juni 2013 di Dusun Be’banga Desa XXxXxxg,
Kecamatan xxxxxx Kabupaten Mamuju, dinikahkan oleh imam bernama XxxxxxXx,

dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama xxxxxx, dan bertindak
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sebagai saksi nikah adalah xxxxxx, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram,
serta tidak ada halangan antara Penggugat dengan Tergugat untuk menikabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah
terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau
hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat
menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, ternyata
telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum

Islam dan tidak ada halangan nteiCeraen i menurut hukum Islam serta isbat
nikah tersebut digunakag a hakim berpendapat bahwa
gugatan Penggugat te 2 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 Q < merintah Nomor 9 tahun
1975 jo. Pasal 14 /@& N kum Islam, maka oleh

ceraian yang diajukan
Penggugat tersel yatakan sah menurut
hukum pernikah ilaksanakan di Dusun

Be’banga Desa x» amuju pada tanggal 06

Juni 2013;
Menimbang, pertimbangkan gugatan
perceraian dan alat gat dipersidangan tentang

Menimbang, bahwa berdasark Keterangan saksi-saksi tersebut di muka
sebagaimana termuat dalam duduk perkara dan hal-hal yang terungkap dalam
persidangan, maka hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan
pernah hidup rukun serta dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sudah
tidak harmonis dan tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan sikap Tergugat yang sering cemburu dan berkata

kasar kepada Penggugat bahkan biasa memukul Penggugat kalau marah;
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- Bahwa akibat sikap Tergugat tersebut sejak bulan Pebruari 2017 antara
Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1
tahun lebih dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar sabar dan
mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah
menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam
kehidupan rumah tangga Pengguegaan grgugat, keadaan dan kondisi tersebut

Menimbang 37 ce yang termuat di dalam
Pasal 19 huruf f P§
Kompilasi Hukum

suami dan istri te i rjadi ; engkaran dan tidak ada

Menimbang, tangga Penggugat dan
Tergugat telah menu erus menerus disebabkan
sikap Tergugat yang kasar kepada Penggugat
bahkan biasa memukul Pe , dan hal tersebut berlangsung

terus menerus dan berakhir denga tempat tinggal selama 1 tahun lebih,
selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta keduanya
sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas hakim menilai
pada hakikatnya hal ini merupakan wujud perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran antara suami
istri dalam rumah tangga tidaklah selalu berupa pertengkaran mulut dengan nada
tinggi atau salah satu pihak menyakiti badan/fisik pihak lainnya, tetapi perselisihan
dan pertengkaran antara suami istri bisa juga berupa sikap saling mendiamkan diri

(tidak mau berbicara) dan/atau salah satu pihak menghindar/menjauhkan diri dari
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pihak lainnya (tidak mau berhubungan/ berkomunikasi) secara terus menerus
dalam waktu yang relatif lama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau
rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu
keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang
sangat urgen bagi pembentukagsreratte Agga untuk kebahagiaan. Hal tersebut

menunjukkan pula ba \Vibegif idahagiaan suami istri sangat

ditentukan oleh kesat /

Menimbang, g (€ : ah tangga Penggugat dan

Tergugat, telah mg Unjuk i e Jan ketenteraman yang
Bis

berakhir dengan | [ T dic Penggugat dan Tergugat

memiliki suaminya yaitu Tergugat~pegitu juga sebaliknya, inilah yang disebut
pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi
mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang
menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada
perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan
mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan
pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya
yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim diatas juga telah sejalan dengan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999
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yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang abstrak hukumnya
pada pokoknya menyatakan bahwa, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu
tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk
perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Penggugat yang ingin
merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan upaya hakim pada setiap
kesempatan persidangan menpasitaii=rPe aggugat agar tetap mempertahankan
f@_ A GE\ gugat, namun Penggugat tetap
B >

anyé IC ey
6;’ /—\“@'\ 0 menilai bahwa unsur tidak

keutuhan rumah tangg
bertekad untuk bercerg

ompilasi Hukum Islam

adalah “mitsaga i ' n suci, yang untuk
memutuskannya t ah satu pihak, tapi jika
pada kenyataan wie n fisik telah “pecah”, ini
berarti hati kedua beé mikian alasan perceraian
yang diajukan Penggude pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang nomor 1 tahun 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompt Kum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang
terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak dapat
lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
dalam panji mitsagan gholizhan, serta untuk menghindari ekses negatif yang lebih
besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang
diperoleh apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipersatukan dalam sebuah
rumah tangga, maka dalam hal ini perceraian dipandang lebih baik atau dianggap
sebagai "Tasrih bi lhsan” sehingga secara yuridis gugatan penggugat dapat

dikabulkan;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan
Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di
atas, maka hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan
dalil-dalil gugatannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk
mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan
menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa percesaigtangndijatuhkan oleh pengadilan tersebut,

Menimbang J&t ; IIQ \ dlam bidang perkawinan
maka berdasarkal nor 7 Tahun 1989 yang
diubah dengan dan perubahan kedua
Undang-Undang dibebankan kepada

Penggugat.

Memperhatikg 4 %J
0? .‘:g

undangan yang berl \ RE e - /

1. Menyatakan Tergugat g g secara resmi dan patut untuk

peraturan perundang-

menghadap ke persidangan, tidar
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, PENGGUGAT, dan Tergugat,
TERGUGAT, yang dilaksanakan pada 06 Juni 2013 di Dusun Be'banga. Desa
XXXXXXg, Kecamatan xxxxxx, Kebupaten Mamuju;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, TERGUGAT kepada
Penggugat, PENGGUGAT;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini sejumlah Rp. 601. 000,00 ( enam ratus satu ribu rupiah).
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Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu
tanggal 03 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440
Hijriah oleh Dwi Anugerah, S.H.l., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim
tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti, Hakim,

Drs. Muha ; erah, S.H.l., M.H.

Perincian biaya :
- Pendaftaran

- ATK Perkara

- Panggilan

- Redaksi

- Meterai
Jumlah
(enam ratus satu ribu ruprags
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